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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOR40R   104/500/  TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASIIDAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATl KEPULAUAN SANGIHE,

a. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dengan

tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan

koordinasi clalam hal pengendalian inflasi;

b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian Inflasi yang

semakin kompleks dan dinamis serta untuk meningkatkan

efektivitas upaya koordinasi dan pelaksanaan tugas, perlu

melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi

Daerah Kabupat-en Kepulauan Sangihe;

1.Undang―Undang  Norrlor  29  Tahun  1959  tentang

Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi(1′ clnbaran

Negara Republik lndoncsia Tahun  1959 Nomor 74,

Tal■lbahan I.£11lbaran Negara Republik lndonesia Nolllor

1822);10′
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2. Undang― Undang Noim.or 25 Tahun 2004 tentang Sisteln

Perencanaan Pen■bangunan Nasional (1′en■baran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 No]mor 104, Tan■ bahan

I′en■baran Negara Republik lndonesia Nornor 4421);

3.Undang― Undang  il¶olnor  23  Tahun  2014  tentang

Perrlerintahan lDaerah(Lernbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia  Nol■ or  5587) sebagailnana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang― Undang

Nolllor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

PclncI・ intall Pengganti Undang― Undang Nolnor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Ke」a lnenjadi Undang― Undang (1£ n■baral■

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Noim.or 41,

Tan■bahan Lelnbaran Negara Republik lndonesia No:m.or

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nol■ lor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lelnbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nolllor 83, Tarnbahan

Lelnbaran Negara Republik lndonesia No]mor 4738);

5.Peraturan Pelm_erintah Nolllor 59 Tahun 2014 tentang

Perubahan Narlla Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

rnelljadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di PrOvinsi Sulalwesi

Utara (I′ernbaran Negara Republik lndOnesia Tahun 2014

Nolmor  167,  TarFlbahan  Lelmbaran  Negara  Republik

Tndonesia Non10r 5557);

6.Peraturan Pel■lerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang

Peinbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelllerintah

Daerah(Len■ baran Negara lRepublik lndOnesia Tahun 2017

Non■or 73,Tarribahan Len■baran Negara Republik lndonesia

No]mor 6041);

7. Peraturan Menteri ]Dalanl Negeri Nol■ or 77 Tahun 2020
tentang PedOrnan 'reknlS Pengelolaan Keuangan il)aerah

(Berita Negara Republik lndOnesia Tahun 2020 NoI1lor

1781);1年
′ `
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8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim

Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMiUTUSKAN:

Mernbentuk Tirn Pengendalian lnflasi lDaerah lKabupaten

Kepulauan Sangihe, sebagailnana tercanturn_ dalalll Lattlpiran

yang FFlerupaKan bagian tidak terpiSahkan dari Keputusan

Bupatiini.

Tinl Pengendalian sebagairnana diktulll KIESATlJ inell■ punyai

tugaS dan kC馬 Valiban SCbagai bCrikut:

a.IIlernutuskan  kebjakan  yang  akan  diternpuh  terkait

Pengendalian lniasi:Daerah;

b. memantau dan lnengeValuaSi ataS efektiVitaS kebttakan yang

diarnbil terkait pengendalian iniasi lDaerah;

C.rllerurnuSkan rekOrnendaSi keb」 akan yang berSifat SektOral

terkait dengan upaya lllenjaga ketettangkauan barang dal■

Jasa dl daerah untuk ditlndaklanJutl oleh Perangkat Daerah

terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya rnasing―

rnasing;

d. rnelakul(an analisa terhadap sI】 rnher atall potensi tekanan

lniasl Daerah;

e.11lelakukan analisa perlnasalahan perekononlian daerah

yang   dapat   irrlengganggu   stabilitas   harga   dal■

keterJangkauan barang dan」 aSa;

f. 1■lelakukan inventarisasi data dan infOrrnasi perkerllbangan

harga barang darl jasa sccara urnunl ll■ elalui pengarnatan

terhadap perkernbangan iniasi di daerahnyal

g.rllengidentiikasi   dan   l■ lenganalisa   perrllasalahan

perekonornian   Daerah   yang   dapat   inengganggll

keterJangkauan barang dan jasa dilDaerah;

h.Inenyarnpalkan   rekOrnendasl yang dapat rnendukung

perurnusan dan penetapan standar biaya umulln terkait

dengan  perencanaan  dan  penganggaran  serta  upah

rnininlurndiDaerahi10/
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i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta

memberikan himbauan {moral suasion} kepada masyarakat

mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga

stabilitas harga;

j. mengoptimaikan penyediaan, pemanfaatan cian drseminasi

datalintbrmasi mengenai produksi, pasokan dan harga

khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel

dan mudah diakses masyarakat;

k" melakukan koordinasi dan sinkronisasi kehijakan daerah

untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan

jasa melalui Forum Rapat Koordinasi wilayah Tim

Pengenciairan Intlasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan

Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian

inflasi Daerah;

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian

Inflasi Daera.h setiap 6 (ena"m) trulan sekali yang memua.t:

1. perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah;

2. identifikasi dan Analisa Permasalahan Ekonomi Sektor

Ril;

3. rumusan Rekomendasi KebrSakan;

4. pelaksanaan Kebijakan;

5. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; dan

6. reneana. Program Kerja t-ahun berikut-nya;

m. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sangihe

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim

Pengendalian lntlasi Daerah kepada Gubernur setrap

minggu pertama bulan Januari dan minggu pertama bulan

Juli.

Dalam melaksa-nakan tttgas dan kervajiban seba-ga-ima-na- diktt-rm

KEDUA, Tim Pengendaiian inflasi Daerah memiliki fungsi:

a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di

Kabupaten Kepulauan Sanqihe serta dampakn5ra terhadap

-^-^^-^.:^.^ :-fl^^: T\^^-^1- J^.^',1\r^^:^-^1.
Pgf f Ld.IJdrd.l I 11 llldtsl LJii(;r d-ti Lld-ri rt a:Lsr\-rr rar,

b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan

serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;l 07
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c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang

ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya

pencapaian sasaran inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe

kepada masyarakat;

e. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang

mendukung sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia; dan

f. berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi

Sulawesi Utara.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi

Daerah, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 169 /5OO lTahun 2023 tentang Tim

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepuiauan Sangihe;

dan

2. Keputusan Bupati Nomor 2681500/Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun

2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 ApriL 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL GARI

l*t
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ANGGOTA

LAMPlRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR   104/500/   TAHUN 2025

TENTANG

PE]ⅥBENTUKAN TINI PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TI卜l PENGENDALIAN IN「 LASI DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE。

WAK]L BUPAT]KEPULAUAN SAINGIHE.

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  KEPULAUAN

SANGIHE.

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI

SULAWESI UTARA.

ASISTEN  PEREKONOMIAN  DAN  PEIV〔 BANGUNAN

SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KEPALA BAGIAN  PEREKONODllAN  SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGlHE.

1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

2. KEPALA   DINAS   PERINDUSTRIAN   DAN

PERDAGANGAN    DAERAH    KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAIN

MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

5。  KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA  DINAS  PERHUBUNGAN  DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGll― iliン1/
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KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DlNAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA   DINAS   PARIWISATA   DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA  DINAS  PEKERJAAN  UMUNI  DAN

PENATAAN  RUANG  DAERAH  KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA SATUAN POLISI PA]V[ONG PRAJA DAN

KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

KEPALA   BADAN   PERENCANAAN   SERTA

PENELITIAN  :DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

KEPALA PERUM:BULOG SUB DIVISI REGIONAL

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN

KEPO‐LISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA   SATUAN   RESERSE   KRIMINAL

KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;

OPERAT10Ⅳ
‐HEAD PERTAMINA TAHUNA;

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA TAHUNA;

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

10

11

12.

13.

14.

15

16

17.

18

19

20

21.
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: ASISTEN PEREKONOヽ 41AN DAN PEMBANGUNAN SEKDA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KIEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA  BAGIAN  PEREKONO卜 41AN  SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA  l)IVISI  PERUMUSAN  DAN  IMPLEiVIENTAS[

KEKDA  KANTOR  PERWAKILAN  BANK  INDONESIA

SULAWESI UTARA.

ANGGOTA

2

3

4

5

6

KEPALA BAGIAN ADMINIS′rRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PER]JINAN PADA

DiNAS  PERHUBUNGAN  DAERAH  KABUPA'1｀ EN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN

SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN

SERTA PENELITIAN DAN PENGE]VIBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BIDANG KETERSEDlAAN DAN STAB[LISAS

PANGAN  PADA  DINAS  KETAHANAN  PANGAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUIⅥ ISI

DAN KEAIVIANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN

PANGAN

SANGIHE .“h,コ
′

DAERAH  KABUPATEN  KEPULAUAN
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7.KEPALA BIDANG USAHA IⅥ IKRO KECIL MENENGAH

PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH DAERAH iKABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;

8.KEPALA  BIDANG  KOPERASI  PADA  DiNAS

KOPERASl,  USAHA  KECIL  DAN  MENENGAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

9.KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA

DINAS   PERIKANAN   DAERAH   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

10.KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN REHABILITASI

SOSIAL DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

11.KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN

JAMINAN  SOSIAL  DINAS  SOSIAL  DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

12.KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK

PERUM BULOG DIVISI REG10NAL KABUPATEN

KEPULAUAN SANG]HE;

13.PENANGGUNG  JAWAB  SATUAN  PELAYANAN

PELABUHAAN LAUT TAHUNA KARANTINA HEWAN

IKAN TUMBUHAN TAHUNA;

14.KEPALA KARANTINA IKAN,PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA;

15.KEPALA  BIDANG  TANAMAN  PANGAN  DAN

HORTlKUVFURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

16.KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN

SALURAN KOR4UNIKASI PUBLIK PADA DINAS

KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA  DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

17.KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PAlりA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

KEBAKARAN DAERAH K:ABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE;1
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18.AHLI  MUDA  PERENCANA  PADA

PEREKONOMIAN    SEKRETARIAT

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE。

BAGIAN

DAERAH

NARASUMBER

SEKRETARIAT

1.UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK  KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

2.PELAKU USAHA;

3.PERヽVAKILAN  BANK  INDONESIA  PROVINSI

SULAWESI UTARA;

4.KEPALA BIRO  PEREKONOMIAN  SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;

5.UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

6.UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUⅣ I DAN PENATAAN

RUANG  DAERAH  KABUPATEN  KEPULAUAN

SANGIHE;

7.UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

8.UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1.UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2.UNSUR KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI UTARA.,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL GARI
′


